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ABSTRAK

Seiclah lepasnyva Pulau Sipadan dan Ligiign menjadi wilavah Malaysm
melalur Keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002,
Indonesia kembali dihadapkan pada sengketa wilayah laut dengan Malavsia i
wilayah Blok Ambalat, Kalimandan Tinur, Sengketn lersebul Termmla dar
penandatanganan kontrak antara perusihzan migas Malavsia Petronas dengan
persishaan asal Belanda Roval Duteh/Shell pada tangeal 16 Januan 2005 uniuk
mengelola wilayvah laut yang sudah digarap Indonesia sejak 1967 tersebul. Un
tuk ity diperlukan seatu cara vang efekent untuk menvelesaikan permasalihan
mengengl biok Ambalal ferschus

Berdasarkan rumusan di atas, maka penubis ingin mengetahui tentang
cara vang paling efektif vang akan dipakai dalam penvelesaian sensketa hlok
Ambealal antam  indonesia dengan Malaysm o sesum hekom Internasional,
hambatan-hambatan apa saja vang ditemukan dalam penvelesatan sengketa
antara Indonesia dan Malavsia menpena Blok Ambakat tersebant dan sejash mang
efeklifitas penyelesman. sengheta secara diplomasi menzenar sengheta blok
Ambalat aniara Indonesia dengan Malaysia

Pepchingn i bersifar yvundis noematl vailn melakokan penelitian
wepustakaan pads baban-baban ltemtur yang memuat informasi mengena
senphketa teritonial vang terjadi antara Indonesiz-Malaysia di wilayah Ambalat
dengan tetap mengacu pada dasar pyakan wtama pembahasan yartu Konvens:
Hokum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 sebagar sember hukum utama
penuaturan masalab laut imternasonal, Dala vang (elsh diodab melabin proses
cditing dianahsis secara kualiatsl Hal im disebabkan karena data vang diperoleh
hanva berbentuk uraian kalimat baik berupa bahan-bahan hukum mauwpun berupa
data prmer vange lelah dicatat ke dalam buko vang tefab disediaban dan ielab
dilakukan pengolahan,

Dari hasil penelitian diketahut bahwa cara vang paling efekuf bagi
Indonesia dan Malavsia dalam menvelesatkan sengketa blok Ambalal ini adalah
melalul jalur diplomatik yakm dengan negesiast. Untuk mengabadap: negosas
tersebut maka Indonesia perluy mempersiapkan din berupa fakta-fakiz dan
l[andasan  hukum vang dizenakan ook memperkont Redodulan indonesin
Penyefesaian sengkeiz Blok Ambalat vang dilakukan melalw jatan diplomasi
negesiast mempunval hambatas-hambaian vang cokep beran Penvelesaan
Sengheta secara Diplomas mengena Sengheta Blok Ambalal antama Indonesis
dengzan Malavsia lebih cfektif jika dibandingkan dengan cara damai lainnya.



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Setzlah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi walavah Malavsia
melalud keputusan Mahkamah Intemasional pada tanggal 17 Desember 2002,
indonesia kembali dihadapkan pada sengketa wilavah ianl dengan halaysia di
wilavah Blok Ambalar, Kalimantan Timuee Senpketa tesschut bermula darn
penandatanganan kontrak antam perusahasn migas Malaysia Petronas dengan
perusahann asal Belanda Roval Duich/Shell pada tangeal 16 Japuan 2005 untuk
mengelola wilavah laut vang sudah digarap lndonesia sejak 1967 tersebut '

Klaim kedua negara atas blok tersebut, kemudian berbuntint denysn
kafzrangan hubunean antara Indonesia dengan Malayvsia. Pada awal tahun 2003,
Kedua negara menginim pulvhan kapal perangnya ke wilayah terscbut uneuk
memjaza wilavah tu Beberapa kKab tergadi sivw of force, manuver dan
ketesangar amara kedua angkatan bersenjata di fokast tersebut, Hubungan antara
[ndonesia denpgan Malaveia tambah panas dengan banvaknva demonstrast ants
Malavesta b Indonesia vang dinvg pendaliaran relavwan untuk muasvarakat sipil
sehagal persiapan pka tenadi Konfrontasi dengan negara jiran tersebul

Untuk meredskan ketegangan wrsebut, pada tanggal @ Maret 2005 tenjadi
pertemuan antara Menteri Luar Negeri indonesia Hasan Wirauds dengan

Maenteri Luar Negert Malaysip Sved Hamid Albar di Jakarta, Dalam periemuan

U Porrosas, Musid varra Loz kepada Sang Gumg, KOMPEAS 12 Saeer 20505
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iy disepakan tiga poin langkah vang akan ditempuh Kedoa negara dalam
menyelesaikan persoalan Blok Ambalat, Poin peTtiuna permyalaan pers it
menyebutkan kedus Menlu mencgaskan kemball keputusan Presiden Susifo
Bumbang Yudhoyono dan PM Malaysia Abdullah Badawi entuk menvelesaikan
secara damai masalah vang menvangkul batas mariting, terutams di perairan Laws
Sulawest.

Poin Kedua menyatakan, scsusi prinsip=prinsip hukum  internasional,
khususnva Konvenst Hukom Lam PEB 1982 vang tclah dimatifikas: oleh kedua
negara, delimitas: batas maritim  harus diselesaikan secara  dama mealalai
kesepakatan.

Sedangkan poin ketiga inencpaskan, keduz pemerintah sepakat untuk
mengambel langkah-langkah vane diperfukan untuk meredakan Keteganpan vang
berkembang belakansan ing

Setelah dicapan kesepokatan aniar kedus negara untuk menvelesarkan
secara damal ini, ketegangan antara kedua negara berangsur pulih. Masyarakar
Induresia mempercavakan kepada pemerintah Tndonesia uniuk berjuang lewat
jatur damai sesuai dengan langkah langkah hukum intermasional.,

Sejak zaman keragpan tradisional sehelum Hindin Befanda, sejarah
mamang membuktikan nenek movang Bangsa  Indonesiz menguasal lautan
nusantara bahkan sampar Pantal Madagaskar di barat, namun belom ada buki

sejarah yang menunjukan bahwa penguasaan laut iry berdasarkan ais susmu

- Hassan dan Hamid Sepakat Redakan Ketegangan, Media Indonesia, 9 Mare: 2005
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konsepst hukem. Dengan demikan penguasaan atas laul nusantara seperti di masd
kerajaan Srwijava dan Bums febih merupakan suatu penpuasaon de faklo dan
]_'md;t PenEuasaan berdasarkan Eansepal hokuom !

Komseps negara kepulawan mengenal pengaturan hubum tenlang hekum
laut pada nepara kepulauan pada molarva  dikelvarkan  dalam  beptuk
pengumuman pemenntah tanggsl 13 Desember 1957 vang bipsa dikenal dengon
Dieklarasi Juanda yang isinva “Bahwa segala permran di sekiar. di antara dan
vang menghubungkan pulau-pulay atan bagian pulav—pulau vang termasuk
daratan Republik [ndonezia dengan Odak memandang loas atau lebarnyva adalah
Daman baman vang wagar danpada wiiavah daratan negarn Republik Ingonesia
dan dengan dernbhian merupakan bagian dan perarran nasional vang berada di
bawah kedaulatan mutlak dant nepsra Republik Indonesia. Lalue lintas daman di
perairan pedalaman m bag kapal asing teramin selama dan sekedar ndak
irartentangan dengan Kedpulaton dan kesefamatan Megara indonesiz Penentunn
batas lawt terdonal vang lebarnva 12 mul vang diokoe dan pans-gans vang
menghubunpgkan  unk-tik vang terluar pada pulaw-pulas Negars Republik
Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang™

Dengan pengemuman tersebur menjadikan febar laut wilayah Indonesia
menjadi 12 mil wng  deakwur dan o zarss gars panghkal  (besoline) vang
menghubungkan titik titik serluar dan pulsu pulau Indonesia yang terluar. Dalam
memperuangkan Deklarasi Djuanda agar Konsepsi negara kepulacan dapai

' Narsif, Dikias Hukum La | Bagian Sejarah Perkembangan Fhidam Lawt dan Peranan Indonesia
Dalum Penyusunan Bonvens Hubwod Laoc 1982 Sena Penecapan dalany Perundang -undangan
Magiomal [edonesia, Fakoltas Hukum Universitas Andalas, 1995

" Raer Mamma, Hekomn Boersasional-Pengertian. Peranue dan Funesi Dalum Ere Dinamika
Cilabal B Adumei Bandong, 2003



dijadikan sebagai keteniuan hukum internasional, Indonesia sangal akul di
torum-forum imiernasional disamping usaha-usaha belateral maupun regional.

Ha! terscbut diempuh karena sebuah ketentuan hukom internasional,
hars dilabitkan oleh swatu konferenst imiemasional.  Schinges,  Indonesis
mencoba memperjuangkan konsep tersebut pada sidang-sidang Perserikatan
Bangsa-Bangsa [(PBBL Sidang-sidang PBBE amal penting mepgimaeat sidang
tersebut dibadhinn aleh sekaar 160 negara dan badan badan khusos PBH. Dalam
moemperuangkan  kooscp negara kepulavan tersebut, Indonesia tidak  akan
berjuang sendiri, karena hal im akan didukung oleh negara-negara Kepulauan
lainnya.

Perjuangan Indonesia lerstzng konsep segara kepulauan difarjutkans dalam
kRonlerenst Hukunr Lawg 11 fermasuk Philipina dan Fij, dua di antara nepam
Lepulavan di duma. mendukung perjuangan lerscbut. Perjuanzan itu berhasil
memasukkan ketentuan-ketenivan nepara Kepulanan dalam npskab-naskah vang
drsusun konfrens, Sidang ke-f vang diselenpparakan & New York hulan Mer-
duly 1977 akhienya tclah berhasil menvusun naskah baru vang disebu fnfrmed
Compagite Nepotioting Teat [TCNT) vang marupakan penyempuomann naskah-
naskah sebefumnyvg yaitu fnforeed Ningle Negotating Texr (ISNT) dan Revised
Smele Negrowsentne Tedd (RENT) .

[CHWT terscbut terdinm dan 320 pasal dalam 17 bab dan 9 Awmex
(lampiran}. Bab IV dengan judul nepgara Kepulavan vang terdiri dari 9 pasal

ipasal 4& s& 54 Khuswes dipzruntukan untuk negarp-negara kepuolavan yang

PPl s
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BAEIN

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cara Paling Efektif Yang Akan Dipakai Dalam Penvelesaian
Sengheta Blok Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia

Sesusi Hokum Intermasional

Berakhimyva senehete Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah
internastonal telah menimbulkan persoalan lain vang mamang sudah diprediks
sebelumnva vanu muncul klam Malovea atas kepenmbkan walavah last vang
berada o landas Kontenen Laut Solawest vang dikenal dengan Blok Ambaiat.
Menuret Hasvim Dhalal babwa pada saat bakim Mahkamah  Internasional
memutuskan sengketa Indonasia dan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan,
Indonesie tdak sekabipus meminta Mahkamah Internasional memutaskan gans
perbatasan lavt. Indonesia juga tidak pernah berunding denzan Matavsia,

Schingea pada akhimya Malaysia mengpunakan kedus pulau kecil am
sebapai  dasar lain untok  mengklaim minvak di Blok Ambalat dengan
menghubunskannva dengan Pasal 121 Keonvens: Hukum Laut PBB tahun 1982
(LNCLOSY babwa trap pulau perhak mempunvar Baut Tentoral, Zona Ekonom
Ekskluset dan Landas Komtnen sendin

Indonesia sendirt mengklaim kepemilikan Blok Ambalat tersebut dengan

mendasarkan kepada Konvens: Hukum Laut PBB tahun 1982, dimana Indonesia

YW awancars denuan Anf Havas Oeroseno, Ketua Tim Teknis Perundingan Delimitast Batas
Lot Rl-Malaysia, dimuear dalam Forum Hokwm, Volome 2 Mo @ Jakes, 2005
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BAB IV

PEMNUTEER

A, Resimpulan

I~

Senghets antara Indonesia-Malavsia i Blok Ambalal merupakan
suatu permasalahan vang haros secepatnya  disslesatkan oleh
kedua negara selunppa tidak berkepamjangan sepertt kasus Pulau
Sipmdan dan Pulan Ligitan. Pada saat Kasus itu tergadi kedua belzh
pihak menempuob cara damai namun berakhir dengan jalur hukum
ke Mahkamah Internasional tahun 2002 Pilthan penyvelesaian
sengketa nternasional ada 2 cara yau secara damai {peacelull
settlement ) dan dengan kekerasan (war or intervenbon). [hantarn
pilikan ity penyelesaian sengheta vang palimg baik adalah
menggunakan jalan damai {peacefnll acifemend  melalun negosiasi
(perundingan) antara kedus negdara. Hubungan dipiomatik dan
kerjasama vang sudah teqjalm erat sefama im merupakan jembatan
bugi kedua negara untuk menvelesaikan sengheta. Kedua belah
pilak akan saling membuktikan berdasarkan [akta-fakin vang ada
serte dasar hukum klaim Kepemilikan, Disamping iy, kedua belah
pihak juga harus mengacu kepads Konvensi Hebum Last PEB
tabun  P982  (UNWCLOS) wang  moerupokan  aturan Bukum
internasional vang Derkaitan dengan masalah taw,

Hambatan-hambatan vang terjadi dalam penyelesman sengheta

dalam hal tm adalab senghketa Blok Ambalal yang ditempuh
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